3.1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

. Terdapat 4 Indikator yang mempengaruhi kesiapan smart governance di

kota Palangka Raya, Pengambilan keputusan dengan bobot 33,3%,
pelayanan masyarakat dengan bobot 33,%, Transparansi dengan bobot
16,7% dan Politik dengan bobot 16,7% dengan nilai rata-rata kesiapan
implementasi Smart Governance yang diperoleh adalah 3,19. Kota Palangka

Raya masuk dalam kategori Siap Bersyarat.

. Setelah mengetahui apa saja kekurangan dalam mengimplementasikan

konsep smart governance di kota Palangka Raya, pemerintah kota Palangka
Raya dapat lebih berfokus pada kekurangan pada faktor utama dalam
mengimplementasikan smart governance, yaitu : Pelayan Masyarakat,
Transparansi, Politik dan lebih meningkatkan kesiapan pemerintah kota
Palangka Raya dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan
masalah dalam lingkup kota Palangka Raya. Kemudian, terdapat faktor-
faktor yang menjadi pendukung dalam terciptanya smart governance di
Kota Palangka Raya, Yaitu : infratruktur, Sumber Daya Manusia dan Biaya.
Kerjasama dengan pihak stakeholder akan mempercepat terciptanya smart
governance dan dalam bidang pengadaan teknologi dan infrastruktur serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung

dalam pengembangan smart governance di Kota Palangka Raya.
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3.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitan tentang smart city dengan dimensi yang lain,
seperti smart environment , smart living, smart people, dengan
mempertimbangkan kondisi dan karakteristik kota Palangka Raya yang
sebagian besar wilayahnya adalah hutan lindung, dan kental dengan tradisi

dan budaya yang masih melekat dengan masyarakat hingga Kini.
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